KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN
PRODUK HUKUM KE WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2024
tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Komisi Pemilihan Umum,;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo
tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur
Pengunggahan Produk Hukum Ke Website Jaringan
Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Nagekeo;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 82);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang
Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan
Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 218);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021
tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah
diubah, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1505);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2024
tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 799)
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KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 21Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, _Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat:. .

Jdih.kpu.ngk.go.id



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE WEBSITE JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO
TENTANG
PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE WEBSITE
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO
JALAN DEWI SARTIKA, KELURAHAN DANGA, KECAMATAN AESESA
Email: nagekeokpu3@gmail.com
KABUPATEN NAGEKEO

%
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR SOP

32 TAHUN 2025

TANGGAL PENGESAHAN

21 Agustus 2025

DISAHKAN OLEH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

ttd

FITALIS LADO

NAMA SOP :{PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE
WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

1

Undang-Undang  Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor
4843);

Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor

182, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia
Nomor 6109);

Peraturan Presiden Nomor 33
Tahun 2012 tentang Jaringan

Dokumentasi dan Informasi
Hukum Nasional (Lembaran
Negara  Republik Indonesia
Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara,
Dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan
(Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor
649);

Peraturan Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 02 Tahun 2013
tentang Standarisasi
Pengelolaan Teknis Dokumentasi
dan Informasi Hukum (Berita
Negara  Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 218);

Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1236);

1 |Memahami proses penerbitan Salinan Keputusan

2
3
4

Memahami alur pendokumentasian Salinan Keputusan
Memahami alur penggunggahan Produk Hukum
Memahami sistem informasi website JDIH

Jdih.kpu.ngk.go.id




8 |Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 2 Tahun 2021
tentang Tata Naskah Dinas,
Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 784) sebagaimana telah
diubah, dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor
8 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor
2 Tahun 2021 tentang Tata
Naskah Dinas Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara  Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1505);

9 |Keputusan Komisi Pemilihan
Umum  Nomor 1442/HK.03-
Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang
Pedoman Penyusunan
Keputusan Di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum;

10 [Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor
10/HK.04/08/2022 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan
Dokumentasi dan Informasi
Hukum di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1 |SOP  Penyusunan  Produk| 1 |Perangkat Komputer, Printer, Scanner
Hukum Komisi Pemilihan Umum| 2 |Jaringan Internet

Kabupaten Nagekeo

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Semua Keputusan baik Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo maupun
Keputusan Sekretaris Kabupaten Nagekeo wajib diarsipkan dalam bentuk
hardcopy dan softcopy

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN __NAGEKEO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

KLEMENS[US DIBA KARO
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Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan . s Pelaksana Keterangan
Tim Tim :
Tlenin | Baniiios /Admin Kelengkapan Waktu Output
JDIH
Tim Teknis saling
1 Menerima nota dinas Nota dinas M30' berkoordinasi dengan Unit
enit Pengusul
Mengidentifikasi dokumen
hukum untuk diunggah
pada laman Website JDIH |
Komisi Pemilihan Umum 60
2
Kabupaten Nagekeo dan Bolkonnen. Hkoam Menit
menyampaikan hasil
identifikasi kepada Tim
Pembina
Nota Dinas Formulir Persetujuan
Menilai hasil identifikasi y FErsEPIns Reodnk
serta memberi persetujuan penerbitan salinan 60 hukum untuk
3 P produk hukum ke Monit diterbitkan ke website
f e Sy Tt website JDIH Komisi JDIH Komisi
P Pemilihan Umum Pemilihan Umum
Kabupaten Nagekeo Kabupaten Nagekeo
Melakukan scan produk > Salinan produk 30 Softfile salinan
hukum yang akan diunggah hukum Menit produk hukum
Mengunggah produk hukum : Prqduk -hukum TEUS
: s s Hasil scan produk siap diunggah ke
ke website JDIH Komisi P 30 P ciungg
s hukum dan form .. | website JDIH Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten P Menit il
Nagekeo persetujuan Pemilihan Umum
a8 Kabupaten Nagekeo
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PENGESAHAN
Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur
organisasi yang telah ditetapkan

Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur ini.

Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.

Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional
Prosedur ini batal seluruhnya.

Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE WEBSITE
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH), maka Standar Operasional Prosedur ini
dinyatakan tidak berlaku.

Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Mbay
pada tanggal 21 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

ttd
FITALIS LADO
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENNAQEKEO

Kepala Sub\Bqéian Teknis Penyelenggaraan

»Pemilu, Parti agdd‘én Hubungan Masyarakat

Jdih.kpu.ngk.go.id




